BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian di atas maka dapat di

simpulkan sebagai berikut:

1. Pidana tambahan diterapkan sebagai bentuk pengembangan dalam
sistem pemidanaan serta sebagai upaya pencegahan terhadap pelaku
kejahatan, dengan harapan dapat memberikan efek jera terhadap
berbagai tindak kriminal di masyarakat. Tindakan kebiri kimia,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016,
diberlakukan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam
jangka waktu 2 tahun. Sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai
hukuman 'bagi pelaku;- tetapi juga bertujuan untuk memulihkan
dirinya. Oleh Kkarena |itu, penerapan 'tindakan kebiri Kkimia
mengandung dua tujuan pemidanaan, yaitu sebagai bentuk
pembalasan - (retributif) dan  rehabilitasi, sesuai dengan teori
pemidanaan yang berlaku di Indonesia, yakni teori absolut dan teori
relatif. Selain itu, kebiri Kimia juga mencerminkan teori gabungan,
yang menekankan bahwa pemidanaan tidak hanya berorientasi pada
pembalasan, tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki pelaku agar
tidak mengulangi kejahatannya. Dengan demikian, penjatuhan
pidana tambahan kebiri kimia telah sejalan dengan prinsip keadilan

serta tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.
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2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan perlu lebih
cermat memperhatikan berbagai macam aspek yang berisfat
yuridis, fiosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan dapat di
wujudkan dan di pertanggung jawabkan dalam Putusan Hakim.
Dalam Putusan 5/Pid.Sus/2022/pn.bjm Hakim tidak memenuhi
aspek aspek pertimbangan yang tidak mengedepankan rasa
keadilan dan Hakim tidak memulihkan hak korban dan tidak
memenuhi teori keadilan. Dalam hal ini Putusan yang lebih ringan
diberikan terhadap perkara yang lebih berat sementara perkara
yang lebih ringan justru mendapat hukuman berat, maka terdapat
ketimpangan yang berpotensi melenceng dari asas keadilan
keadilan retributif menekankan bahwa hukuman harus setimpal
dengan kejahatan yang dilakukan Menurut Mackenzie Putusan
yang hanya berfokus pada pelaku dan tidak mempertimbangkan
dampak terhadap masyarakat secara’ keseluruhan bertentangan
dengan prinsip Mackenzie. Yang dimana jika kePutusan tersebut
tidak memberikan efek jera atau tidak mempertimbangkan
keamanan masyarakat maka kePutusan itu tidak memenuhi tujuan

hukum yang luas.

B. Saran
1. Perlunya kebijakan yang lebih konsisten dalam penerapan pidana

tambahan. Kebiri kimia sebagai pidana tambahan perlu diterapkan
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dengan standar yang lebih konsisten agar tidak terjadi perbedaan
signifikan dalam hukuman terhadap kasus yangs serupa. Hakim
harus menjatuhkan hukuman kebiri kimia dengan memperhatikan
aspek kepastian hukum. Hal itu bertujuan untuk menjaga prinsip
keadilan dan kepastian hukum untuk pelaku maupun korban

. Seharusnya  Pemerintah  dapat mempertimbangkan  untuk
memperpanjang durasi kebiri kimia lebih dari 2 tahun, terutama
untuk pelaku kejahatan seksual yang memiliki potensi tinggi untuk
mengulangi tindakannya. Hal ini dapat bertujuan untuk memberikan
efek jera yang lebih besar dan melindungi masyarakat dari ancaman
yang lebih lama.

. Negara maupun Pemerintahan perlu memastikan bahwa korban
kejahatan 'seksual mendapatkan perlindungan yang lebih baik dari
aspek psikologis, sosial maupun ekonomi. Selain restitusi, kebijakan
perlindungan._jangka panjang bagi korban harus diperkuat untuk
mendukung pemulihan mereka agar dapat kembali menjalankan

kehidupan dengan baik
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